
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian KekayaanDaerah merupakan salah satu jenis objek Retribusi Daerah;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlumembentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian KekayaanDaerah;Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5078);4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiandan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan PemerintahKabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara Tahun 2004 Nomor 4);10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
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3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten  Penajam Paser Utara.6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usahamilik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, danapensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atauorganisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif danbentuk usaha tetap.9. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dimiliki, dikeloladan atau dibawah penguasaan Pemerintah Kebupaten Penajam Paser Utara yang disediakanuntuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yangbersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaandaerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan/gedung, laboratorium, ruangan, kendaraanbermotor/alat-alat berat, pemakaian sarana olah raga  serta kekayaan daerah lainnya.11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagaipembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakandan/atau diberikanoleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsipkomersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undanganretribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongretribusi tertentu.15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi WajibRetribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yangbersangkutan.16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran ataupenyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukandengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapanretribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah suratketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlahkredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukantagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.20. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan Retribusi yang dilaksanakan olehjurusita Retribusi kepada penanggung Retribusi tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yangmeliputi seluruh utang Retribusi dari semua jenis Retribusi, masa Retribusi dan Tahun Retribusi.21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjekretribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusikepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
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22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturanperundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan RetribusiTerutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, SuratKetetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat KeputusanPembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SuratPemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan RetribusiDaerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan ataupemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap SuratKeputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ataubukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaanuntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan laindalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.26. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukanoleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangtindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran ataspemakaian kekayaan yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
Pasal 3(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalahpemakaian kekayaan Daerah.(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaantanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.(3) Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(2), antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabellistrik/telepon di tepi jalan umum.
Pasal 4(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yangmenggunakan/memperoleh pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.
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(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurutketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jangka waktu pemakaiandan jenis fasilitas kekayaan daerah yang digunakan.
BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerahdidasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan memperhatikanbiaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sertamemperhatikan komponen biaya Retribusi.(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperolehapabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada hargapasar.
BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalamlampiran Peraturan Daerah.


